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A. Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara yang luas dan kaya akan segala hasil bumi yang ada, mulai
dari perairan (laut) hingga daratan (tanah). Wilayah perairan dapat menghasilkan minyak
bumi dan perikanan yang luar biasa banyak jumlahnya, dan tanah juga merupakan wilayah
yang berpotensi sangat baik di dalam pemenuhan hajat hidup orang banyak. Tanah merupakan
suatu kebutuhan pokok dari segala bentuk kebutuhan manusia karena dari tanah kita
mendapatkan segala yang diperlukan, apakah itu pakaian, minuman, makanan, maupun
perumahan. Tersedianya tanah merupakan kunci eksistensi manusia dan peraturan serta
penggunaannya merupakan suatu hal yang sangat penting.
Tanah dalam pembangunan nasional adalah merupakan salah satu modal dasar yang
strategis. Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat yang adil
dan makmur secara merata baik materiil maupun spiritual berdasarkan Pancasila di dalam
wadah negara Kesatuan Republlik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan
berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tertib dan dinamis seperti
yang tercantum dalam pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945  dalam alinea ke 4, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka dilaksanakan suatu
program pembangunan yang menyeluruh dan terpadu secara berkesinambungan termasuk
didalamnya pembangunan dalam bidang pertanahan.
Kebutuhan akan tanah dewasa ini meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah
penduduk dan meningkatnya kebutuhan lain yang berkaitan dengan tanah. Tanah tidak saja
sebagai tempat bermukim, tempat untuk bertani tetapi juga dipakai sebagai jaminan
mendapatkan pinjaman di bank, untuk keperluan jual beli, sewa menyewa. Begitu pentingnya,
kegunaan tanah bagi kepentingan umum bagi orang atau badan hukum menuntut adanya
jaminan kepastian hukum atas tanah tersebut1.
1 Ulfia Hasanah, “Status Kepemilikan Hat Atas Tanah Hasil Konversi hak barat berdasarkan Undang-Undang No. 5
Tahun  1960 Tentang Peraturan dasar pokok Pokok Agraria dihubungkan dengan Peraturan pemerintah
No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah”, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 1
Pentingnya tanah bagi kehidupan manusia maka di dalam Undang Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengenai tanah, air diatur dalam Pasal 33 ayat (3)
yang berbunyi, ”Bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.” berdasar ketentuan Pasal 33
tersebut kita ketahui bahwa kemakmuran masyarakatlah yang menjadi tujuan utama  dalam
pemafaatan fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di
dalamnya.
Hubungan negara dengan individu yang berkaitan dengan tanah tercermin dalam
ketentuan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yakni: bumi, air, serta kekayaan alam
yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran rakyat. Pasal ini kemudian menjadi visi, misi, dan spirit Undang-undang Dasar
No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dengan Land Reform
sebagai agenda utama.
Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 mengandung amanat konstitusional yang
sangat mendasar yaitu bahwa pemanfaatan dan penggunaan tanah dan seluruh kekayaan alam
harus dapat mendatangkan kemakmuran dan kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi
seluruh rakyat Indonesia. Hal ini berarti pula bahwa setiap hak atas tanah dan sumber-sumber
agraria lainnya dituntut kepastian mengenai subjek, objek, serta pelaksanaan kewenangan
haknya.
Negara Republik Indonesia merupakan suatu organisasi dari seluruh rakyat Indonesia
yang dibentuknya guna mengatur dan mengurus serta menyelenggarakan kepentingan-
kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan ketentuan tersebut kemudian seluruh
rakyat Indonesia melimpahkan wewenang yang dimilikinya kepada negara selaku badan
penguasa yang berwenang sepenuhnya menguasai, mengatur, mengurus dan menyelesaikan
segala persoalan dalam pengelolaan fungsi air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang
terkandung di dalamnya guna terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Realisasi dari Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945  maka pada tanggal 24 September 1960 diundangkan Undang-Undang No. 5
tahun  1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang
Undang Pokok Agraria yang dimuat dalam lembaran Negara tahun 1960 No. 104.
Undang Undang Pokok Agraria disebutkan dasar-dasar untuk memberikan jaminan
kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi seluruh rakyat Indonesia, maka diadakan
pendaftaran tanah yang termasuk di dalamnya adalah beberapa asas pendaftaran Hak Milik
atas tanah yaitu sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka yang harus diperhatikan
oleh setiap para pendaftar tanah maupun pejabat yang terkait. Dalam  penelitian  adalah
pejabat Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Hal ini tegas diatur dalam Pasal 19 ayat (1)
Undang Undang Pokok Agraria  menyebutkan: “untuk menjamin kepastian hukum, oleh
Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan PP”. Sehingga tanah merupakan salah satu unsur
esensial dalam hidup dan kehidupan manusia.2 Hal tersebut  karena fungsi dan peran tanah
mencakup berbagai aspek kehidupan serta penghidupan masyarakat baik dari segi sosial,
ekonomi, politik maupun budaya. Bagi sebagian besar rakyat Indonesia yang susunan
masyarakat dan perekonomiannya bercorak agraris tanah adalah kehidupan.3
Tanah dan pertanahan merupakan tanggung jawab negara untuk mengatur dan
menentukan kebijakan secara nasional guna  mewujudkan penguasaan, pemilikan,
penggunaan dan pemanfaatan tanah, sehingga tanah di wilayah kedaulatan Negara Kesatuan
Republik Indonesia diatur dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi
dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Dalam mengatur dan menentukan kebijakan di bidang pertanahan sebagaimana
diamanatkan  dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut, pemerintah telah menerbitkan
Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1960 tentang  Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor: 104) yang kemudian dikenal dengan sebutan
2 Muladi..Hak Asasi Manusia, Hakekat,Konsep dan Implementasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat,
PT.Refika Aditama, Bandung. 2007, hlm, 242
3 Joyo Winoto “Rencana Strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Tahun 2007- 2009”, BPN-RI
,hlm.1
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang merupakan nilai fundamental peraturan dasar
hukum tanah nasional, dimana salah satu tujuannya adalah untuk menjamin kepastian hukum
mengenai hak-hak atas tanah bagi  seluruh rakyat. Dengan demikian maka untuk hukum
tanah, segala kebijakan pertanahan harus bersumber pada UUPA karena prinsip dasarnya atau
falsafahnya masih relevan dengan politik pertanahan.4
Pengertian dikuasai sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945
bukan berarti dimiliki akan tetapi dengan pengertian memberi wewenang kepada negara
sebagai organisasi kekuasaan dari seluruh bangsa Indonesia untuk mengatur dan menentukan
kebijakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2)  Undang Undang Nomor 5 tahun
1960 yang berbunyi:
a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan
bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi,
air dan ruang angkasa;
c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-
perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
Untuk menjamin kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah  bagi seluruh rakyat
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA, pemerintah  menyelenggarakan
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk itu diterbitkan Peraturan
Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah yang selanjutnya karena
dipandang tidak dapat lagi sepenuhnya mendukung terciptanya hasil yang lebih nyata pada
pembangunan nasional maka dilakukan penyempurnaan, selanjutnya diganti dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang berlaku mulai tanggal 8
Oktober 1997 sebagai  nilai implementatif dari nilai fundamental UUPA.
Akibat hukum dari penyelenggaraan pendaftaran tanah,  maka diterbitkan surat tanda
bukti hak  yang disebut Sertifikat Hak Atas Tanah, yang mempunyai nilai praksis yang
berlaku sebagai bukti  yang kuat terhadap hak milik  atas tanah. Di kalangan masyarakat sejak
dahulu sudah mengenal tentang  hak milik tanah dengan kedudukan hak milik adat. Oleh
karena itu tanah hak milik bagi masyarakat Indonesia bukanlah suatu hal yang baru dan asing
lagi, sebagaimana tercantum dalam UUPA, kita jumpai suatu rumusan pengertiannya dalam
4 Maria S.W.Sumardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial Dan Budaya,PT.Kompas Media Nusantara,
2001, hlm, 21
Pasal 20 yang berhubungan dengan Pasal 6 yang menyatakan: hak milik adalah hak turun
temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat bahwa
hak atas tanah itu mempunyai fungsi sosial. Istilah turun temurun maksudnya adalah bahwa
hak milik itu dapat terus menerus diturunkan kepada ahli waris setiap pemegangnya.
Sedangkan istilah terkuat dan terpenuh itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak
guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai dan hak-hak lainnya yaitu untuk menunjukkan
bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang, hak miliklah yang “ter”
(artinya paling). Jadi “paling kuat dan paling penuh.”5
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagai
pengganti Peraturan Pemerintah nomor 10 Tahun 1961 Tentang Pendaftaran Tanah tetap
mempertahankan tujuan serta sistem yang dipergunakan, yang mana pada hakekatnya sudah
ditetapkan dalam UUPA Pasal 19 ayat (2), tujuannya yaitu menjamin kepastian hukum
sebagaimana ditegaskan  dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yaitu
untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas
suatu bidang tanah  yang mana sistem publikasinya adalah sistem negatif namun  mengandung
unsur positif, karena akan menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat
pembuktian yang kuat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997.
Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini     Badan Pertanahan
Nasional sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
Dalam penyelenggaraannya, pendaftaran tanah dilaksanakan oleh Kepala Kantor Pertanahan,
kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah   Nomor 24 Tahun 1997
ditugaskan kepada pejabat lain. Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor
Pertanahan dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan pejabat lain yang
ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah
tersebut.
Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997, bahwa “Pelaksanaan
pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan kegiatan
pemeliharaan data pendaftaran tanah.” Pendaftaran tanah untuk pertama kali merupakan
5 K. Wantjik Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm 22.
pendaftaran awal (recording of title) dari segala hak-hak yang harus didaftar pada awal
berlakunya ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1961 yang disempurnakan
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yaitu seperti hak-hak yang tunduk pada
hukum perdata barat, misalnya Hak Agraris Eigendom dan tanah-tanah hak adat misalnya
tanah Hak Milik Yasan, Hak Atas Druwe, Pesini, Grand Sultan, Girik/Petuk Pajak/Pipil dan
lain sebagainya. Sedangkan pemeliharaan data pendaftaran tanah merupakan pemutakhiran
data pendaftaran tanah secara continyu terhadap perubahan data pendaftaran tanah
(continuous recording), yaitu setiap mutasi, pengikatan hak tanggungan, penyitaan, pewarisan
dan segala hal-hal yang berkaitan dengan perubahan data pendaftaran tanah tersebut  terus
dicatat dan terekam.6
Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 menyebutkan
“Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui dua cara yaitu pendaftaran tanah
secara sistematik dan pendaftaran tanah secara sporadik.” Pendaftaran tanah secara
sistematik “didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang
ditetapkan oleh Menteri.”7 Karena pendaftaran tanah secara sistematik dilaksanakan atas
prakarsa pemerintah, maka kegiatan tersebut didasarkan pula pada suatu rencana kerja yang
ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan pendaftaran tanah secara sporadik dilaksanakan atas
permintaan pihak yang berkepentingan yaitu inisiatif dari masyarakat pemilik tanah. Untuk
desa/kelurahan yang belum ditetapkan sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematik,
maka pendaftarannya dilaksanakan melalui pendafaran tanah secara sporadik.
Dalam realitasinya pelaksanaan pendaftaran tanah  di berbagai Kantor Pertanahan
Kabupaten/Kota tidak senantiasa terlaksana sempurna seperti yang diharapkan tanpa adanya
kelemahan, kekurangan dan hambatan,  tidak terkecuali pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Madiun. Penetapan atau keputusan hak baru  atas tanah berupa sertifikat sbagai produk dari
pendaftaran tanah banyak dipermasalahkan karena mengandung cacat hukum yang
disebabkan oleh berbagai faktor kelemahan, baik kelemahan secara  substansial, struktural
maupun kelemahan kultural masyarakat pemilik tanah  dalam  memberikan data bukti
kepemilikan tanah.
6 Bachtiar Effendy, Pendaftaran Tanah di Indonesia dan Peraturan Pelaksanaannya, Bandung: Alumni, 1993, Hlm.
56.
7 A.P.Parlindungan, Pendaftaran Tanah Di Indonesia, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 91
Sertifikat sebagai tanda bukti hak kepemilikan atas tanah yang kuat sebagaimana
disebutkan dalam Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997,masih terbuka
luas untuk dipermasalahkan. Fenomena yang  terjadi dengan semakin meningkatnya
kebutuhan akan tanah seiring dengan meningkatnya jumlah pertambahan penduduk yang
memerlukan tanah, semakin meningkat pula permasalahan tanah yang timbul, akibatny
semakin meningkat pula sertifikat hak milik atas tanah yang terbit
dipermasalahkan/disengketakan baik di Kantor Pertanahan melalui pengaduan maupun di
pengadilan dengan alasan dianggap cacat hukum karena mengandung kelemahan pada saat
proses penerbitannya. Sertifikat  cacat hukum  menurut ketentuan Pasal 106 ayat (1)
Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional (PMNA/Ka.BPN)
Nomor  9  tahun 1999, tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara
Dan Hak Pengelolaan,  merupakan katagori sertifikat cacat hukum administratif   yang
disebabkan oleh  beberapa hal, antara lain: karena kesalahan prosedur, kesalahan penerapan
peraturan perundang undangan, kesalahan subyek hak, kesalahan obyek hak, kesalahan jenis
hak, kesalahan perhitungan luas, terjadi tumpang tindih hak atas tanah (over lap hak ), data
yuridis atau data fisik tidak benar, serta kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif.
Sertifikat hak atas tanah disamping sebagai tanda bukti hak  kebendaan berupa tanah
dengan segala hak dan kewajiban yang melekat bersifat keperdataan, sertifikat juga
merupakan  produk  Tata usaha Negara yang bersifat  final indifidual. Oleh karena itu
penetapan atau keputusan terhadap hak atas tanah yang mengandung  kesalahan, ketidak
akuratan data, kesalahan prosedur, dan lain sebagainya  akan menjadi “cacat hukum”
terhadap sertifikat  yang diterbitkan, akibatnya sertifikat “dipermasalahkan” dan
disengketakan, baik sengketa perdata  maupun sengketa Tata Usaha Negara.
Timbulnya sertifikat cacat hukum tidak seluruhnya dipermasalahkan oleh masyarakat,
hal tersebut kemungkinan karena belum muncul ke permukaan atau belum diketahui oleh
yang berkepentingan, atau sudah diketahui tetapi karena sikap/perilaku dari sebagian besar
masyarakat  yang  masih menganut sikap pasif,  tidak mau konflik, untuk sementara belum
“dipermasalahkan”. Dari informasi dan data sementara yang penulis dapatkan, bahwa
sertifikat hak milik atas tanah yang dipermasalahkan/ disengketakan pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Madiun diantaranya adalah sengketa tanah yang sudah diputus oleh Pengadilan
Negeri Madiun No. Putusan 4/Pdt.G/1993/PN.Kab. tertanggal 24 Nopember 1993 dikuatkan
dengan Putusan Pengadilan negeri jawa Timur No. 435/PDT/1994/PT.SBY tertanggal 11
Agustus 2017 kemudian Putusan mahkamah Agung No. 897 K/Pdt/1995 tanggal 29
Nopember 2001.
Pendaftaran tanah yang bertujuan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan
perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu    bidang tanah, dengan banyaknya
terbit sertifikat hak milik atas tanah yang “dipermasalahkan” akan menimbulkan kesenjangan
antara apa yang diinginkankan  dengan kenyataan yang ada. Untuk menanggulangi
kesenjangan tersebut pendaftaran tanah perlu dilaksanakan oleh aparat pelaksana pendaftaran
tanah dengan kemampuan, dan integritas serta komitmen yang tinggi.
Selain itu dalam praktek sekarang ini tidak jarang terjadi telah terbit dua atau lebih
sertipikat atas sebidang tanah yang sama. Dua atau lebih sertifikat atas sebidang tanah yang
sama disebut tumpang tindih (overlapping) sertipikat, membawa ketidakpastian hukum bagi
pemegang hak-hak atas tanah yang sangat tidak diharapkan dalam pelaksanaan pendaftaran
tanah di Indonesia8. Apakah permasalahan ini juga ada di kantor Pertanahan Kabupaten
Madiun, kami tertarik untuk menelitinya. Kabupaten Madiun merupakan salah satu
Kabupaten yang ada di Provinsi Jawa Timur, memiliki wilayah atau daerah yang luas serta
memiliki kemajauan yang pesaat dalam bidang pembangunan, sehingga berdampak pada
peningkatan layanan di bidang agraria, khususnya pendaftaran hak atas tanah. Penelitian
yang dilakukan mencoba untuk mengetahui serta menganalisis permasalahan-permasalahan
terkait dengan Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun terhadap produk
sertipikat yang dihasilkan yang cacat hukum serta perlindungan hukum pemegang hak atas
tanah.. Dengan demikian itu penerapan produk hukum yang benar, dalam hal ini peraturan
terkait pendaftaran tanah, tentunya dapat menjamin kepastian hukum bagi para pemegang
hak-hak atas tanah. Hal ini dapat diwujudkan sedini mungkin dengan mencoba menerapkan
asas-asas pendaftaran tanah seperti yang tertuang dalam Pasal 2 Undang Undang Pokok
Agraria secara tepat, sehingga permasalahan yang sekarang ini terjadi dapat diminimalisir
seminimal mungkin.
B. Perumusan Masalah
8 Bachtiar Effendi, Op. Cit. hlm. 73
Agar masalah  dapat diteliti secara empiris  dan terarah, perlu   pembatasan masalah
yang akan diteliti, untuk lebih jelasnya dalam penelitian ini dirumuskan permasalahan
sebagai berikut:
1. Bagaimana Proses Pelaksanaan Sertifikasi Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten
Madiun yang mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun terhadap produk
sertipikat yang dihasilkan yang cacat hukum ?
C. Tujuan Penelitian
Penelitian adalah suatu kegiatan yang terencana yang dilakukan dengan metode
ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan data baru guna membuktikan kebenaran dan
ketidakbenaran dari suatu gejala atau hipotesa yang ada9. Adapun tujuan penelitian ini
adalah:
Tujuan dari penelitian hukum ini merupakan sasaran yang ingin dicapai. Dengan
menetapkan suatu tujuan dari sebuah penelitian, diharapkan penelitian yang dilakukan tidak
salah arah.
Tujuan Penelitian ini adalah :
1. Tujuan Obyektif :
Tujuan Obyektif penelitian ini adalah:
a. Mengetahui dan menganalisis Kewenangan  Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun
dalam penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah yang mampu memberikan kepastian
hukum dan perlindungan hukum.
b. Mengetahui dan menganalisis Tanggung Jawab Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun
terhadap produk sertipikat yang dihasilkan yang cacat hukum.
2. Tujuan Subyektif :
Tujuan Subyektif Penelitian ini adalah:
9 Bambang Waluyo, Metode Penelitian Hukum, Gramedia, Jakarta, 1991,  hlm.  2
a. Untuk memperoleh data-data sebagai bahan penyusunan Tesis guna memenuhi salah
satu syarat untuk mencapai gelar Magister   Kenotariatan, Program Pascasarjana
pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.
b. Untuk mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan penulis,
khususnya dalam bidang ilmu hukum  Agraria.
c. Menambah wawasan pengetahuan serta pemahaman penulis terhadap penerapan
teori-teori yang penulis terima selama menempuh kuliah dalam mengatasi masalah
hukum yang terjadi dalam masyarakat.
D. Manfaat Penelitian
Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Manfaat Teoritis
Manfaat praktis dari penelitian ini adalah :
a. Hasil penelitian ini akan bermanfaat pada pengembangan hukum Administrasi
Negara, khususnya dalam hukum Agraria.
b. Hasil penelitian ini akan dapat digunakan sebagai teaching materials pada mata
kuliah di bidang Hukum Agraria, serta mata kuliah lain yang terkait serta
memberikan kegunaan untuk pengembangan ilmu hukum.
c. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian lainnya
yang sejenis.
2. Manfaat Praktis
Manfaat Praktis dari Penelitian ini adalah:
a. Untuk dapat mengembangkan kemampuan berpikir penulis sehingga dapat
mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu hukum yang diperoleh.
b. Sebagai bahan masukan yang dapat digunakan dan memberikan sumbangan
pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait serta terlibat dengan bidang Agraria.
c. Untuk mengungkap permasalahan tertentu secara sistematis dan berusaha
memecahkan masalah yang ada tersebut dengan metode ilmiah sehingga menunjang
pengembangan ilmu pengetahuan yang pernah penulis terima selama kuliah.

